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: UU Tapera: Rumah Layak Huni untuk Semua

nangTabungan PerumahanRakyat (UU Tapéra) yang disahkan
pada akhir Februari lalu diharapkan dapat menuntaskan berbagai
soal perumahan rakyat, terutama untuk membantu warga negara

e yé‘r}g;k?glum memiliki rumahlantaran faktor penghasilan.

2019

- UTapera merupakan penyempurnaan dari
UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukimanyangbertujuanmeng-
hapus backlog (kekurangan) yang masih sulit
#  dijangkau masyarakat berpenghasilanren-
dah (MBR). Pemerintah dan DPR beranggapan bahwa UU
Tapera merupakan salah satu jawaban untuk menghapus
backlogtersebut. Saat ini backloghampir 15 juta. Artinya
sekitar 15jutakeluarga tidak memniliki rumah.

Semua pihak terkait diharapkan mendukung imple-
mentasi amanat UU Tapera agar impian MBR memiliki
rumah layak huni, sehat, dan terjangkau bisa terwujud.
Terlebih, UU inisiatif DPR periode laluini didasarkan
prinsip kegotong-royongan. “Dananya dihimpun mulai
dari masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas,
tetapi pemanfaatannya lebih diprioritaskan untuk ka-
langanbawah,” papar DirekturJenderal (Dirjen) Pembia-
yaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum danPe-
rumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitourus.

Denganamanatdan prinsiptadi, masyarakatyangte-
lahmemilikirumahtidakberhakmemanfaatkanTapera.
Taperajugamerupakanupayamenghimpundanajan gka
panjang dan berkelanjutan. Karena itu penggunaannya
tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Keberadaan
Tapera tidak bisa dipailitkan. Selanjutnya, keberadaan
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Baperta-
rum) yang saat ini masih eksis akan dilebur ke dalam
Tapera.

UU Tapera merupakan undang-undang pertama
yang disahkan DPR pada 2016 ini. Dengan disahkannya
UU ini pemerintah telah memiliki payung hukum untuk
mewajibkan warga negara menabung sebagian dari
penghasilannya yang akan dikelola Badan Pengelola
Tapera (BP Tapera) untuk penyediaan rumah murahdan
layakhuni.

'Hanya untuk Rumah Pertama -

UU Tapera adalah pelaksanaan amanat tentang hak
atasperumahansebagaimanatertuangdalamkonstitusi.
Pasal 28 H (1) UUD 1945 menyebutkan hak setiap orang
untukhidup sejahteralahir danbatin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
sertaberhakmemperoleh pelayanankesehatan.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, dari sekitar
250 juta jumlah penduduk di Indonesia, hanya 50juta
orang yang sanggup membeli rumah sendiri tanpa ban-
tuan. Sementara sisanya perlu dibantu. Sebanyak 40%
darisekitar200jutapendudukyangperlubantuandalam
mendapatkan perumahan adalah masyarakat bawah di
mana10%diantaranyasamasekali tidak punyakemam-

puan membeli rumah.

Untuk mereka, pemerintah menyediakan rufirah
singgah, rumahkhusus, rumahnelayan, bantuan stimu-
lan perumahan swadaya (BSPS) untuk peningkatankua-
litas rumah dan BSPS rumahbaru. Bagimasyarakatyang

. memiliki kemampuan untuk membeli rumah tetapiha-

rusdibantu, pemerintah memberikan fasilitaskredit pe-
milikan rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan (KPRFLPP).

UUTaperamengamanatkanpemanfaatandanaTape-
ra dilakukanuntukpembiayaanperumahanbagipeserta
meliputi pembiayaan, pernilikan rumah, pembangunan
rumah atau perbaikan rumah. Syaratnya, itu adalah ru-
mah pertama, hanyadiberikan satukali dan mempunyai
nilai besaran tertentuuntuk tiap-tiap pembiayaan peru-
mahan. Rumah yang dimaksud dapat berupa rumah
tunggal,rumahderet, rumahsusun ataupenyebutanlain
yangsetara.

. Pembiayaan kepemilikan rumah dapat dilakukan
dengan mekanisme sewa beli. Ketentuan mengenai me-
kanisme sewa beli diatur dengan Peraturan BP Tapera.
Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta
harusmemenuhisejumlahpersyaratanantaralainraem-
punyai masakepesertaan paling singkat 12 bulan.

Namun tampaknya MBR masih harus menunggu

untuk bisa memiliki rumah melalui mekanismeitu. Me- -

nurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan
RakyatSeluruhIndonesia (Apersi) Eddy Ganefo, diperlu-
Kkanproses cukuppanjanguntuk dapat mulaimelaksana-
kan amanat UU Tapera. Diamemaparkan, saat inibelum
ada aturan teknis yang menjabarkan UU Tapera. UU Ta-
perajuga mengamatkan pembentukan sebuah lembaga
pengeloladana tapera sekaligus dewan pengawasnya.

Terlebih, saat ini belum semua elemen masyarakat
mendukung UU Tapera. Sebagian kalangan pelakuusaha
menilaikeberadaanUUTaperaakanmembebaniperusaha-
an. Apalagisituasi ekonomisedangkurangbaik. Pendapat-
anyang diperoleh perusahaan tidak sebaiksebelumnya.

Di sisi lain, jika implementasi UU Tapera berjalan se-
suai dengan yang diharapkan, permintaan terhadap ru-
mahpertamadiyakinimengalamipeningkatan. Khusus-
nya dari kalangan menengah ke bawah. Halitu tentunya
akanberdampak positif terhadap perekonomian masya-
rakatdannegara.

Apersi sendiri meningkatkan target pembangunan
rumahbersubsidimenjadi120.000unitatausekitar 12%
dari target sejuta rumah pada 2016. Target tersebut naik
lebih dari 100% bila dibandingkan dengan realisasi ru-
mah murah yang dibangun anggota Apersi sepanjang
2015, yaknisebanyak 65.000 unit. Dari120.000 unit ter-

sebut, sekitar100.000 unitdiperuntukkanbagiMBRdan
20.000 unituntuknon-MBR. ’

Pertumbuhan target pembangunan rumah rakyat
tersebut sangatrealistisapabilamengacupadapencapai-
andi2015dankondisi pasar propertisecarakeseluruhan
yang diprediksi semakin baik. Syaratnya, pemerintah
konsisten dengan komitmennya mengenai permasalah-
anperizinan, sertifikasi, pembiayaan, listrik, daninsen-
tif subsidi.

Rencana Kementerian PUPR untuk memangkas dan
mempercepat waktu pengurusanperizinan pembangun-
anrumah rakyat juga menjadikatalisator untuk memacu
pasokanrumahmurah. Apersi, menurut Eddy, akanterus
mendorong percepatan pemberlakuan instruksi
presiden (inpres) atas perizinan ini dan berharap dapat
efektifhinggatingkat daerah. "Taperabisamenjadi solusi
mengembangkan industri perumahan, khususnya
bagi masyarakat berpenghasilan rendah,”
sebutnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahanRakyat(PUPR) BasukiHadi-
muljono mengungkapkan, besaran
juran Tapera yang dibebankan kepa-
dapekerja dan pemberi kerja dipasti-
kanlebihmurahdarijuran BPJSKete-
nagakerjaan. "Maksimal 3%. Masih
bisaberubah,” sebutnya.
" Menurut dia, pihaknya akan meli-
batkan kalangan pengusaha dalam pro-
ses penyusuri Peraturan Pemerintah
(PP) yang sekaligus menetapkan be-
saraniuran. ;

Dia menekankan, UU Tapera sa- §
ngat mampu mengurangi angka ke-
butuhanrumah (backlog).

Meskimengakusangatoptimistis
angka kebutuhan rumah (backlog)
akan mampu sangat teratasi, dia be-
lum dapat memastikan angka yang
pasti. {

Target mengurangi backlog, lan- |-
jutdia, idakhanyamelalui UUTape- |-
ra. Seperti diketahui, pemerintah |
sejak April 2015 telah memulai
Program SejutaRumah. Selainitu,
pemerintah pun menaikkan ang-
garan untuk Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP)
lebih tinggi menjadi Rp30 triliun.

@hermansah
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Strategi yang Akan Dilaksanakan
Berdasarkan Target RPJMN 2015-2019

Pembangunan Rumah
layak huni, yang

di antaranya rumah
umum tapak layak

Pembangun rumah
susun untuk MBR
yang dilengkapi
dengan. PSU

Fasiltasi bantuan
stimulan peningkatan
kualitas rumah
swadaya.sebanyak

Fasilitasi bantuan
stimulan pem-
bangunan baru
rumah swadaya

Pembangunan rumah

khusus di daerah
ascabencana/
conflik;maritim dan

ahan 2014
ianganan 2019

sebanyak 250.000 1.500.000 unit. perbatasan negara pendukungnya huni yang difasilitasi
scklog berdasarkan Backlog unit. yang dilengkapi~ sebanyak 550.000 melalui bantuan PSU
snsep penghunian berdasarkan konsep dengan PSU unit. rumah umum
penghunian pendukung sebanyak sebanyak 676.950
50.000 unit. unit. i
TAPERA

@ Tzbungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah penyimpanan yang
dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu
tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan
perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya
setelah kepesertaanberakhir.

@ Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang
merupakan himpunan simpanan beserta hasil pernupukannya.

6,8 juta

 Prinsip Gotong Royong,
Bukan Investast

.. emenuhan kebutuhan akan tempat ting-
galyanglayakbagisetiapwarganegarama-
%m‘ ' sih dihadapkan pada kondisi belum terse-
£ dianya dana murah jangka panjang untuk
siws  menunjang pembiayaan perumahan rak-
yat. Sesuai amanat UUD 1945, maka pemerintah di-
arahkanuntukmenghimpundanmenyediakandana
murah jangka panjang tersebut melalui penyeleng-
garaan sistem tabungan perumahan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Tapera DPR
Yoseph Umar Hadi menjelaskan, masyarakat ber-
penghasilan rendah (MBR) tidak bisa memenuhi
persyaratan perbankan sehingga tidak mendapat
akses pembiayaan (kredit) di perbankan untuk da-
patmencicilrumah. Akibatnya,jurnlah MBRyangti-
dak memiliki rumah dari tahun ke tahun terus me-
' ningkat mencapai backloghampir 15 juta kepalake-
luarga (KK). *Jumlah ini akan terus bertambah
bilatidakadasuatuterobosanataurevolusi
dibidangperumahan,”katanya.

Kemarmpuan keuangan negara
(APBN) dari tahun ke tahun sa-
ngatterbatas. Untukmenyedia-
i kan rumah bagi masyarakat
yang miskin saja, pemerintah
sudahkewalahankarenahanya
mampu menyediakan rata-
rata 300.000-500.000 unit

setiap tahun. Sementara ke-
butuhan (demand) yang ada
mencapai 800.000unit.

Yoseph menambahkan,
program fasilitas likuiditas

pembiayaan  perumahan’

(FLPP) yang diluncurkan pe-
merintah lima tahun silam
jugatidakmampumengatasi
kebutuban penyediaan ru-
mahbagiMBRmeskidanayang
dikucurkanmencapaiRp5-7tri-
Tiun setiap tahun. Untuk meng-
hindari bom waktu dari per-

@ Peserta Tapera

Indonesia palin

Regula§

soalan ini, DPR periode lalu ber-
inisiatif mengajukan RUU Tapera.

Inti pokok dari RUU Tapera
adalah menyediakan sebuah pa-
yunghukumbagipemerintahun-
tuk mewajibkan setiap wargane-
gara Indonesia maupun asing
yang bekerja di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) menabung sebagian dari
penghasilannya di bank kusto-
dian. Bank kustodian ini dikelola
oleh Badan Pengelola (BP) Tapera
untuk dipupuk dan dimanfaat-
kan untuk penyediaan rumah
murahdanlayak.

Apabila semua pekerjabaik formal maupun man-
diri, yangmemilikipenghasilandiatas upahminimum
menabung, hasilnya adalah dana tabungan yang sa-
ngatbesar. Hasil pemupukan jumlah dana yangbesar
ini akan dipergunakan untuk menyubsidi MBR agar
memperolehkredit perumahan denganbunga murah
danjangkapanjang. PemanfaatandanaTaperadanha-
sil pemupukannya hanya untuk peserta yang akan
membeli, membangunataumerenovasirumahperta-
ma. Dana tabungan akan dikembalikan pada saat pe-
sertaberusia 58 tahunatausudah pensiun.

*Inilah subtansikegotongroyongan. Seluruhwar-
gabangsa bahwa penabung yang mampu dansudah
memiliki rumah merelakan sebagian penghasilann-
ya ditabung dengan bunga murah, dengan tujuan
membantuwargayangp enghasilannyarendah,’jelas
Yoseph.

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekar-
tonomenerangkan,adabeberapapoinyangdiharap-
kan bisa terealisasi dengan adanya UU Tapera. De-
ngan hunian yang layak, masyarakat bisaistirahat
denganbaik.Denganbeg‘itudiadapatbekerjadengan
aktivitasnyamasing-masingsecara produktif.

Poin lainnya adalah anak-anak di semua kalangan
bisabelajardenganbaik, sehinggamampumelahirkan
generasi bangsa yangunggul. Selanjutnya, kepemilik-

raan perumal
dilaksanakan

UU No. 20/

adalah setiap warga negara Indonesia dan warga

négara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah

g singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan

Total Anggaran Program Pengembangan
Perumahan PRJM 2015-2019

Rp33,099 Triliun

@ 2015:Rp7,7 Triliun @2016: RpS,3 Triliun

(Anggaran |deal
Rp184,4 Triliun)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
| tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta memperoleh pelayanan kesehatan.”

UU No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasap Permukiman
Pasal 5 ayat (1): “Negara bertanggung jawab atas penyelengga-

han dan kawasan permukiman yang pembinaannya
oleh pemerintah.”

2011 Tentang Rumah Susun

Pasal 5 ayat (1): “Negara bertanggung jawab atas penyelengga-
raan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh
pemerintah.”

an rumah bisa menimbulkan rasa percaya divi masya-
rakatIndonesia.”Rumahjugaakanmemberikankese-
hatanbagiwarganegara, masyarakat akanterlindungi
dariberbagaimacampenyakit,” terangdia.

Denganbegitu,pemanfaatanpembiayaanTapera
bukan untuk kepentingan investasi. Apabila perun-
tukannya tidak hanya untuk rumah pertama, akan
banyak masyarakat berpenghasilan menengah yang
memanfaatkan dana Tapera untuk keperluan inves-
tasi, Padahal, danaTaperaterbatasdanmasihbanyak
yangbelum memilikirumah sendiri. :

Pengamat properti dari Inddnesia Property
Watch (IPW) Ali Tranghanda memprediksi besar
banyak pekerja yang tidak mau menjadi peserta
Tapera. ltukarenamerekadiharuskan menabungna-
muntidakmemperolehfasilitasuntukmendapatkan
rumah akibat tidak termasuk target Tapera.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipertim-
bangkan kepesertaan Tapera tidak terbatas untuk
MBR.Tetapijugau.nmksemuapesertaTaperamesld—
pundenganbantuandansistem yangberbedaantara
MBR dannon-MBR disegmen menengah. "Terlebih,
berdasarkan riset yang dilakukan IPW, masyarakat
segmen menengah pun masih banyak yang belum
memiliki rumah,”katanya.

@hermansah
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~ RUMAH LAYAK HUNI UNTUK SEMUA
~ DPR akhirnya mengesahkan 'Uhdan'giundahg;Tabuhgan' Perumahan Rakyat
= (UU Tap;e‘r_ay pada 23 Februari 2016 setelah bertahun-tahun digodok. UU Tapera

~diharapkan menjadi dasar hukum bentuk kehadir |

- Cinarapkan | tuk kehadiran negara dalam pemenuhan
~kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi ‘masyarakat.
e g Targetnya, masyarakat berpenghasilan @ Setelah UU ini diundangkan, _:selaﬁjﬁt-hy_é""j_

~ rendah (MBR) dapat memiliki rumah -~ pemerintah menyusun pengaturan teknis,
_ atau tempat tinggal sendiri melalui -~ = - seperti peraturan pemerintah (PP), peraturat
" berbagai terobosan dibidang - . . presiden dan peraturan Badan Pelaksana -
-+ perumahan. Selama ini, MBR hampir = Tapera Soo R
. -mustahil memiliki ruma ndirk =
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Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan ‘ Program Sejuta Rumah
Berdasarkan RPJM 2015-2019 : '

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian
yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung penyediaan prasarana,

Pemenntah
sarana dan utilitas yang memadai.

Ditjen
Penyediaan
- Perumahan

Ditjen

Pembiayaan
Perumahan

_ Ditjen
7 Penyediaan
LD Perumahan
Ditjen
: Pembiayaan
s N Perumahan
TOTAL:2,200.000 unit
(*) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

(**) Pembangunan Baru
(***) Peningkatan Kualitas

Rumah Tapak

Masyarakat

‘egi yang Akan Dilaksanakan | . PR i
asarkan Target RPJMIN 2015-2019 . j‘ Sumber: Ditjen iaan Ruma, K i rjaan Umum dan Rakyat




